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PKK adalah salah satu wadah organisasi perempuan di masyarakat desa  
dan kelurahan. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah sebuah 
organisasi kemasyarakatan desa yang mampu menggerakkan partisipasi 
masyarakat desa dalam pembangunan desa, juga berperan dalam menciptakan 
lingkungan hidup bersih dan sehat di desa. Masalah yang terjadi di Kelurahan 
Pulau Kecamatan Bangkinang selama ini belum ada peran PKK dalam 
melestarikan lingkungan bersih dan sehat. 
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peranan PKK 
dalam melestarikan lingkungan bersih dan sehat berdasarkan Peraturan Presiden 
Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan PKK di Kelurahan Pulau Kecamatan 
Bangkinang,  serta untuk mengetahui faktor penghambat PKK dalam melestarikan 
lingkungan bersih dan sehat di Kelurahan Pulau Kecamatan Bangkinang. 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum sosiologis, yaitu 
penelitian lapangan yang menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yakni 
melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Teknik pengambilan 
sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Adapun yang menjadi 
sampel dalam penelitian ini adalah diantaranya adalah 1 orang Lurah Pulau, 1 
orang Ketua LPM, 1 orang Ketua PKK, 9 orang Anggota  PKK, dan 3 orang 
Pengurus Pemuda. Data primer dalam penelitian ini diantaranya adalah Lurah 
Pulau, Ketua LPM, Pengurus Ketua PKK, dan Pengurus Pemuda. Sedangkan data 
sekunder dalam penelitian ini adalah data yang di peroleh dari dokumen-dokumen 
resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, skripsi, tesis, 
disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Analisis yang digunakan adalah 
analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan secara induktif. 
Peranan PKK dalam melestarikan lingkungan bersih dan sehat berdasarkan 
Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan PKK di Kelurahan 
Pulau Kecamatan Bangkinang tidak terlaksana diantaranya dalam melestarikan 
lingkungan bersih dan sehat berupa; (i) mengadakan penyuluhan tentang 
pentingnya menjaga kebersihan lingkungan; (ii) mengadakan gotong royong; dan 
(iii) membuat tempat sampah. Faktor penghambat PKK dalam melestarikan 
lingkungan bersih dan sehat di Kelurahan Pulau Kecamatan Bangkinang adalah 
diantaranya; (i) kurangnya kesadaran hukum PKK terhadap perannya 
melestarikan lingkungan hidup bersih dan sehat; (ii) kurangnya pengetahuan 
pengurus PKK  dalam menjalankan program kelestarian lingkungan hidup; dan 
(iii) kurangnya pembinaan oleh pemerintah kelurahan terhadap kinerja PKK; dan 
kurangnya pengawasan oleh pemerintah kelurahan terhadap kinerja PKK; serta 
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A. Latar belakang Masalah 
Indonesia adalah negara hukum. Dalam penjelasan UUD 1945 tentang 
sistem pemerintahan negara, menjelaskan bahwa negara Indonesia 
berdasarkan atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka 
(machtsstaat).
1
  Mengenai keberadaan manusia sebagai makhluk, dikatakan 
pula oleh Aristoteles bahwa manusia adalah zoon politicon, yaitu makhluk 
sosial atau makhluk bermasyarakat, pernyataan tersebut memperlihatkan 
bahwa tiap anggota masyarakat mempunyai hubungan antara satu dengan 
lainnya. Demikian pula manusia, masyarakat, dan hukum merupakan satu 
kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pergaulan hidup sehari-hari.
2
 
Ketentuan mengenai lingkungan hidup dirumuskan dalam pasal 28 H 
ayat (1) dan pasal 33 ayat (4) UUD 1945, yaitu “setiap orang berhak hidup 
sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan medapatkan lingkungan hidup 
yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Hak 
untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak 
memperoleh pelayanan kesehatan yang baik, merupakan hak asasi manusia.
3
 
Sebagai imbangan adanya hak asasi setiap orang itu, berarti negara 
diharuskan untuk menjamin terpenuhinya hak setiap orang untuk memperoleh 
lingkungan hidup yang baik dan sehat yang termasuk kategori hak asasi 
                                                             
1
Lysa Anggraini, Hukum Dan Hak Asasi Manusia, (Yogyakarta: Kalimedia, 2016), h. 1. 
2
Ibid., h. 5.   
3







manusia tersebut. Disatu sisi setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang 
baik dan sehat, tetapi di pihak lain setiap orang juga berkewajiban untuk 
menjaga dan menghormati hak orang lain untuk mendapatkan dan menikmati 
lingkungan hidup yang baik dan sehat itu.
4
 
Demikian pula negara, disamping dibebani kewajiban dan tanggung 
jawab untuk menjamin lingkungan hidup yang baik dan sehat, juga berhak 
menuntut setiap orang untuk menghormati hak orang lain, dan apabila perlu 
memaksa setiap orang untuk tidak merusak dan mencemari lingkungan hidup 
untuk kepentingan bersama. Dengan ketentuan tersebut, berarti norma 
lingkungan hidup telah mengalami konstitusionalisasi menjadi materi muatan 
konstitusi sebagai hukum tertinggi. Maka dari itu segala kebijakan, dan 
tindakan pemerintahan maupun pembangunan haruslah tunduk pada ketentuan 
hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak boleh ada 
lagi kebijakan yang tertuang dalam bentuk undang-undang ataupun peraturan 




Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2009 tentang Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa lingkungan hidup adalah 
kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, 
termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, 
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Jimly Asshiddiqie, Green Cinstitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), h. 90. 
5
Ibid., h. 91. 
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Kemudian Pasal 1 angka 14 Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 
tentang Lingkungan Hidup menyatakan pencemaran lingkungan hidup adalah 
masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen 
lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui 
baku mutu lingkungan hidup yang telah di tetapkan”.
7
 
Berangkat dari penjelasan di atas pemerintah memiliki program yang 
bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat khususnya perempuan yang 
memiliki peran terhadap ruang lingkup keluarga yaitu Pemberdayaan dan 
Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang ditujukan untuk memberdayakan 
perempuan agar berpartisipasi dalam melestarikan lingkungan bersih dan 
sehat. 
Adapun yang dimaksud dengan Gerakan Pemberdayaan dan 
Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut dengan Gerakan PKK 
sebagaimana yang terdapat dalam pasal 1 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 99 
Tahun 2017 Tentaang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga 
bahwa: 
“Gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga yang selanjutnya 
disebut gerakan PKK adalah gerakan dalam pembangunan masyarakat yang 
tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang 
beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia dan 
berbudi luhur, sehat, sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan 
gender serta kesadaran hukum dan lingkungan”.
8
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Nur Yanto, Pengantar Hukum Lingkungan Di Indonesia, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 
2018), h. 39. 
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Tujuan PKK adalah memberdayakan perempuan untuk turut 
berpartisipasi dan meningkatkan kesejahteraan demi terwujudnya keluarga 
beriman dan bertaqwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia dan 
berbudi luhur, sehat sejahtera dan lahir batin. 
Namun permasalahan yang terjadi di Kelurahan Pulau Kecamatan 
Bangkinang Kabupaten Kampar bahwa terdapat banyak pencemaran 
lingkungan seperti tumpukan sampah yang banyak di tepi jalan sehingga 
sangat dibutuhkan peran Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) 
dalam melestarikan lingkungan bersih dan sehat. Peran Pemberdayaan dan 
Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam melestarikan lingkungan bersih dan 
sehat di Kelurahan Pulau Kecamatan Bangkinang untuk saat ini memang tidak 
berjalan. Sebenarnya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) 
dalam menjalankan program kelestarian lingkungan hidup ini mengajak 
masyarakat, terutama ibu rumah tangga untuk menjaga lingkungan sekitar 
agar tidak tercemar sehingga menciptakan lingkungan yang sehat. 
Padahal berdasarkan  pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 
2017 bahwa Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) memiliki 10 
program kerja pokok yakni : a. Penghayatan dan pengamalan pancasila; b. 
Gotong Royong; c. Pangan; d. Sandang; e. Perumahan dan laksanan rumah 
tangga; f. Pendidikan dan Keterampilan; g. Kesehatan; h. Pengembangan 
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Dalam pasal 12 dapat dijelaskan bahwa program kelestarian 
lingkungan hidup berupa penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan 
kualitas lingkungan hidup dan kawasan pemukiman yang sehat. 
10
 
Perlindungan lingkungan hidup dapat dilakukan tidak berdasarkan 
pada aturan tetapi juga terhadap peran masyarakat dalam pengelolaan 
lingkungan yang berwawasan lingkungan sangatlah penting guna 
meningkatkan kesadaran, kepedulian, tentang lingkungan dengan segala 
permasalahannya, dan dengan pengetahuan, keterampilan, sikap, motivasi, dan 
komitmen untuk bekerja secara individu dan kolektif terhadap pemecahan 




Sebagaimana diketahui bahwa kehiupan manusia itu sendiri tidak bisa 
dipisahkan baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Maka sebagai 
individu harusnya menjaga segala aspek yang ada pada masyarakat, salah 
satunya adalah kesehatan lingkungan banyak faktor yang mempengaruhi 
kesehatan, baik kesehatan individu  maupun kesehatan masyarakat.
12
 
Berdasarkan fenomena-fenomena apa yang terjadi diatas tidak sesuai 
dengan aturan yang berlaku penulis bermaksud untuk mengangkat 
pembahasan ini “Peranan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga 
(PKK) dalam Melestarikan Lingkungan Bersih dan Sehat Berdasarkan 
Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan 




Muhammad Erwin, Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan 
Lingkungan Hidup, ( Bandung : Refika Aditama , 2008),  h 58  
12





Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kelurahan Pulau 
Kecamatan Bangkinang”. 
 
B. Batasan Masalah 
Agar pembahasan penelitian ini lebih terfokus, tersusun sistematis dan 
terarah maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian ini terhadap 
bagaimana peranan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam 
melestarikan lingkungan bersih dan sehat berdasarkan Peraturan Presiden 
Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan 
Keluarga (PKK) di Kelurahan Pulau Kecamatan Bangkinang dan apa faktor 
penghambat Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam 
melestarikan lingkungan bersih dan sehat di Kelurahan Pulau Kecamatan 
Bangkinang. 
 
C. Rumusan Masalah 
Adapun yang menjadi rumusan masalah  adalah : 
1. Bagaimana peranan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) 
dalam melestarikan lingkungan bersih dan sehat berdasarkan Peraturan 
Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan 
Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kelurahan Pulau Kecamatan 
Bangkinang? 
2. Apa faktor penghambat Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) 






D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
Adapun tujuan dan manfaat yang ingin dicapai penulis dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui bagaimana peranan Pemberdayaan dan Kesejahteraan 
Keluarga (PKK) dalam melestarikan lingkungan bersih dan sehat 
berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan 
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kelurahan Pulau 
Kecamatan Bangkinang 
b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat Pemberdayaan dan 
Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam melestarikan lingkungan bersih 
dan sehat di Kelurahan Pulau Kecamatan Bangkinang. 
2. Manfaat Penelitian  
a. Secara Teoritis 
1) Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai 
peranan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam 
melestarikan lingkungan bersih dan sehat berdasarkan Peraturan 
Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan Dan 
Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kelurahan Pulau Kecamatan 
Bangkinang 
2) Bagi peneliti dapat menambah wawasan dengan mengaplikasikan 





3) Bagi pengembangan ilmu pengetahuan dapat memberikan suatu 
karya peneliti baru yang dapat mendukung dalam pelaksanaan peran 
pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. 
b. Secara Praktis 
1) Memberikan informasi kepada masyarakat tentang peran 
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam 
melestarikan lingkungan bersih dan sehat berdasarkan Peraturan 
Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan Dan 
Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kelurahan Pulau Kecamatan 
Bangkinang. 
2) Sebagai salah satu untuk memperoleh gelar sarjana. 
 
E. Metode Penelitian 
Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data 
dengan tujuan dan kegunaan tertentu.
13
 Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian 
itu berdasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis. 
Rasional berarti kegiatan penelitian dilakukan dengan cara-cara yang masuk 
akal. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indra 
manusia, sehingga orang lain dapat mengetahui cara-cara yang digunakan. 
Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan 
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1. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan 
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu 
penelitian lapangan. Penelitian lapangan yaitu penelitian yang mempelajari 
secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu 
sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.
15
Adapun metode 
pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis 
empiris atau sosiologi hukum yaitu pendekatan yang melihat sesuatu 
kenyataan hukum di dalam masyarakat.
16
Pendekatan sosiologi hukum 
merupakan pendekatan yang di gunakan untuk melihat aspe-aspek hukum 
dalam interaksi sosial dan bagaimana hukum beroperasi di dalam 
masyarakat. Penelitian ini di lakukan terhadap peran Pemberdayaan dan 
Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam melestarikan lingkungan bersih dan 
sehat berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang 
Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kelurahan 
Pulau Kecamatan Bangkinang, dengan maksud dan tujuan untuk 
menemukan fakta, kemudian di lanjutkan dengan menemukan masalah, 
kemudian menuju kepada identifikasi masalah dan pada akhirnya menuju 
pada penyelesaian masalah. 
2. Lokasi Penelitian 
Adapun lokasi penelitian yang akan penulis lakukan terletak di 
Kelurahan Pulau Kecamatan Bangkinang. Adapun alasan penulis 
menetapkan lokasi tersebut sebagai lokasi penelitian penulis ialah karena 
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adanya masalah mengenai tidak terlaksananya Peraturan Presiden Nomor 99 
Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. 
3. Subjek dan Objek Penelitian 
Sebagai subjek penelitian adalah Lurah Pulau Kecamatan 
Bangkinang, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Ketua 
Pemberdayaan Kesjahteraan Keluarga dan beberapa orang anggotanya, serta 
Ketua Pemuda di Kelurahan Pulau Kecamatan Bangkinang. 
4. Populasi dan Sampel 
a. Populasi 
Populasi penelitian adalah keseluruhan sampel penelitian atau 
objek yang akan diteliti.
17
Adapun yang menjadi populasi dalam 
penelitian ini diantaranya adalah Lurah Pulau, Ketua LPM, Ketua PKK, 
Anggota  PKK,Pengurus Pemuda. 
b. Sampel 
Sampel adalah sebagian yang diambil dari seluruh objek yang 
diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi.
18
yang menjadi sampel 
dalam penelitian ini diantaranya adalah 1 orang Lurah Pulau,1 orang 
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Populasi dan sampel 
No Responden Populasi Sampel Persentase 
1. Lurah 1 orang 1 orang 100% 
2. Ketua LPM 1 orang 1 orang 100% 
3. Ketua PKK 1 orang 1 orang 100 % 
4. Anggota  PKK 12 9 orang 50 % 
5. Pengurus Pemuda 9 orang 3 orang 100 % 
 
Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive 
sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan 
menentukan kriteria- kriteria tertentu.
19
Adapun yang menjadi sampel dalam 
penelitian ini diantaranya adalah 1 orang Lurah Pulau,1 orang Ketua LPM,1 
orang Ketua PKK,9 orang Anggota  PKK,dan 3 orang Pengurus Pemuda. 
5. Sumber Data 
Sumber data adalah tempat di perolehnya data.
20
 Adapun yang 
menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah : 
a. Data Primer 
Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari 
sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam 
bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian di olah oleh peneliti.Adapun 
yang menjadi data primer dalam penelitian ini diantaranya adalah Lurah 
Pulau, Ketua LPM,Pengurus Ketua PKK,dan Pengurus Pemuda. 
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b. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang di peroleh dari dokumen-
dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, 
hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan 
perundang-undangan. 
6. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data perlu dilakukan oleh peneliti bertujuan 
untuk mendapatkan data-data yang valid dalam penelitian. Peneliti 
menggunakan metode-metode sebagai berikut: 
a. Observasi 
Peneliti mengumpulkan data melalui pengamatan langsung di 
tempat penelitian, Hasil dari pengamatan tersebut peneliti gunakan 
sebagai tambahan data informasi dalam penelitian. 
b. Wawancara 
Peneliti melakukan percakapan kepada narasumber untuk 
memperoleh informasi dengan cara memberikan pertanyaan untuk 
memperoleh data-data yang ingin diteliti. 
7. Teknik Analisa Data 
Analisa data yang dilakukan dalam penyusunan dan penulisan 
skripsi ini adalah terlebih dahulu diuraikan beberapa permasalahan yang 
dimunculkan guna memberikan arah terhadap penelitian yang dilakukan. 
Data yang dikumpulkan secara keseluruhan selanjutnya akan dibahas atau 





secara tertulis atau lisan maupun prilaku yang nyata, peneliti menggunakan 
metode kualitatif. 
Kemudian pada akhirnya ditarik suatu kesimpulan yang meliputi 
keseluruhan hasil pembahasan atau analisa data yang  telah dilakukan. 
Dalam penarikan kesimpulan penulis menggunakan metode induktif. 
Metode induktif adalah suatu yang berhubungan dengan permasalahan yang 
diteliti dari peraturan-peraturan atau prinsip-prinsip khusus menuju 
penulisan umum. 
 
F. Sistematika Penulisan 
Dalam melakukan pembahasan, akan dibagi dalam lima bagian 
penulisan dengan sistematika sebagai berikut : 
BAB I  PENDAHULUAN 
 Dalam bab ini peneliti memaparkan tentang latar belakang 
masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat 
penelitian, metode penulisan, serta sistematika penulisan. 
BAB II  GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
 Dalam bab ini peneliti memaparkan tentang gambaran umum 
tentang lokasi penelitian yaitu Kelurahan Pulau Kecamatan 
Bangkinang 
BAB III  TINJAUAN PUSTAKA 
 Dalam bab ini berisikan tentang konsep-konsep yang berhubungan 
dengan pembahasan dalam penelitian yaitu Pemberdayaan dan 





BAB IV  PEMBAHASAN 
 Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai bagaimana 
peranan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam 
melestarikan lingkungan bersih dan sehat berdasarkan Peraturan 
Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan 
dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kelurahan Pulau Kecamatan 
Bangkinang serta faktor penghambat Pemberdayaan dan 
Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam melestarikan lingkungan 
bersih dan sehat di Kelurahan Pulau Kecamatan Bangkinang 
BAB V  PENUTUP 






GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
 
A. Gambaran Umum Kelurahan Pulau Kecamatan Bangkinang 
1. Sejarah 
Kelurahan Pulau dipimpinan pada pertama oleh H. Muhammad 
Rasyid pada tahun 1981 sampai tahun 1984, kemudian Abu Bakar mulai 
tahun 1984 sampai dengan tahun 1999, kemudian Syarifuddin pada tahun 
1999 sampai dengan tahun 2001, kemudian Asril. A pada tahun 2001 
sampai dengan tahun 2009, kemudian Drs. Amir Ludfi, M.Si pada tahun 
2009 sampai dengan tahun 2015, kemudian Edy Bahrein, SP mulai tahun 
2015 sampai dengan tanggal 08 Juni 2016, kemudian Ganda Ade Saputra, 




2. Letak, Luas Wilayah, Dan Orbitasi 
Kelurahan Pulau terletak di Kecamatan Bangkinang, Kabupaten 
Kampar, Provinsi Riau, dengan luas wilayah total 3.050 ha.Kelurahan 
Pulau secara administrative berbatasan sebelah Utara dengan Sei Jernih 
Kelurahan Pasir Sialang, sebelah Selatan dengan Sungai Kampar, sebelah 
Barat dengan Desa Sipungguk Kecamatan Salo dan sebelah Timur dengan 
Desa Binuang.Jarak Kelurahan Pulau ke Ibukota Kecamatan ± 2 km 
dengan waktu tempuh 0.25 jam, ke Ibukota Kabupaten ± 5 km dengan 
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waktu tempuh 0.5 jam dan ke Ibukota Provinsi ± 65 km dengan waktu 
tempuh 1.5 jam. 
a. Topografi 
Kelurahan Pulau terletak pada ketinggian 40 m dpl, dengan 
topografi lahan mendatar sampai landai. 
b. Hidrologi Dan Kelistrikan  
Salah satu sumber air di Kelurahan Pulau adalah Sungai 
Kampar yang menjadi batas wilayah kelurahan sebelah selatan. Sungai 
tersebut dibendung dan dipergunakan untuk keperluan budidaya 
pertanian terutama budidaya padi sawah dan sayuran. Selain Sungai 
Kampar, sumber air diperoleh dari air tanah (sumur pompa dan sumur 
timba) yang lebih banyak digunakan untuk keperluan rumah tangga. 
Energi listrik yang digunakan di Kelurahan Pulau berasal dari 
PLTA Koto Panjang. Hampir 3 kali sehari terjadi pemadaman di 
wilayah kelurahan, dengan durasi per pemadaman ± 3 jam. 
Pemadaman bergilir ini disebabkan oleh semakin berkurangnya 
kapasitas air di sungai-sungai besar di Kabupaten Kampar yang 
difungsikan sebagai sumber air bagi PLTA Koto Panjang, sementara 
penggunaan PLTA Koto Panjang menjangkau hingga Sumatera Barat 
dan jumlah pelanggan semakin bertambah dari waktu ke waktu. 











c. Penggunaan Lahan 
Kelurahan Pulau memiliki sawah pengairan setengah teknis 60 
ha, sawah tadah hujan 20 ha, perkebunan rakyat 245 ha, padang 
rumput 40 ha, hutan milik warga 115 ha dan perikanan kolam 25 ha.  
d. Sosial Kependudukan 
Jumlah kepala keluarga Kelurahan Pulau 709 KK, jumlah 
penduduk 2.916 jiwa, dengan komposisi laki-laki 1.472 jiwa dan 
perempuan 1.444 jiwa. Mayoritas penduduk Kelurahan Pulau adalah 
muslim. 
Pekerjaan utama sebagian besar penduduk Kelurahan Pulau 
adalah di sektor pertanian terpadu yaitu pertanian, peternakan, 
perikanan. Beberapa warga mempunyai mata pencaharian di bidang 
perniagaan dan industri kecil. 
Secara umum, mayoritas penduduk Kelurahan Pulau 
merupakan lulusan SLTA. Sarana pendidikan yang ada di Kelurahan 
Pulau meliputi PAUD (1 gedung) TK (1 gedung), SD (3 gedung), SMP 
(1 gedung) dan SMA ( 1 gedung) dan Pondok Pesantren (1 gedung).
23
 
e. Potensi Kelurahan 
Usaha pertanian terpadu pada dasarnya merupakan salah satu 
potensi yang dimiliki oleh Kelurahan Pulau. Budidaya padi sawah 
tadah hujan, padi sawah pengairan setengah teknis dan sayuran banyak 
diusahakan oleh masyarakat. Namun produktivitas pertanaman padi 
sawah masih tergolong rendah, hal ini dicoba untuk ditanggulangi oleh 







Dinas Pertanian setempat dengan mendatangkan sejumlah Penyuluh 
Pertanian Lapangan (PPL) untuk membantu kelompok tani. 
Peternakan kerbau dalam skala kecil pun merupakan salah satu 
sektor yang diusahakan oleh masyarakat sampai sekarang. Bantuan 
ternak sapi dari Dinas Peternakan Kabupaten Kampar yang digulirkan 
tahun lalu tidak berhasil dalam pelaksanaannya. 
Usaha perikanan juga merupakan salah satu potensi yang bisa 
dikembangkan di Kelurahan Pulau namun masih memerlukan 
pembinaan dari instansi terkait. 
Usaha Warung Serba Ada (Waserda) pun potensial untuk 
dikembangkan. Peningkatan jumlah modal dan pembekalan 
manajemen usaha dapat dilakukan sebagai upaya pembinaan dan 
pengembangan usaha. 
Industri rumah tangga dalam pembuatan kripik ubi kayu 
diusahakan oleh ± 10 orang, dipandang perlunya usaha untuk 
mengembangkan industri kecil tersebut misalnya dengan 
meningkatkan penggunaan teknologi tepat guna, peningkatan jumlah 





Batas Desa/Kelurahan Kecamatan 
Sebelah Utara Pasir Sialang Bangkinang 
Sebelah Selatan Langgini Bangkinang Kota 
 
Sebelah Timur Binuang Bangkinang 
Sebelah Barat Sipungguk Salo 
           
 









 Jenis Sawah Luas (Ha) 
1.  Sawah Irigasi Teknis 60 Ha 
2.  Sawah Irigasi ½ Teknis - 
3.  Sawah Tadah Hujan 20 Ha 
4.  Sawah Pasang Surut - 




Curah Hujan 2.875 Mm 
Jumlah Bulan Hujan 4 Bulan 
Kelembapan  - 
Suhu Rata-Rata Harian 37 
0
C 





Jenis Dan Kesuburan Tanah 
Warna Tanah (Sebagian Besar) Abu-Abu 
Tekstur Tanah Debuan 
Tingkat Kemiringan Tanah (
O
) - 
Lahan Kritis (Ha) - 










1. Desa/kelurahan dataran rendah √  Ha 
2. Desa/kelurahan berbukit-bukit - - 
3. Desa/kelurahan dataran tinggi/pegunungan - - 
4. Desa/kelurahan lereng gunung - - 
5. Desa/kelurahan tepi pantai/pesisir - - 
6. Desa/kelurahan kawasan rawa - - 
7. Desa/kelurahan kawasan gambut - - 
8. Desa/kelurahan aliran sungai √  Ha 
9. Desa/kelurahan bantaran sungai - - 
LETAK Keberadaan Luas (Ha) 










1. Desa/kelurahan kawasan perkantoran √ 0,081 Ha 
2. Desa/kelurahan kawasan pertokoan/bisnis - - 
3. Desa/kelurahan kawasan campuran - - 
4. Desa/kelurahan kawasan industry - - 
5. Desa/Kelurahan kepulauan - - 
6. Desa/Kelurahan pantai/pesisir - - 
7. Desa/Kelurahan kawasan hutan - - 
8. Desa/Kelurahan taman suaka - - 
9. Desa/Kelurahan kawasan wisata - - 
10. Desa/Kelurahan perbatasan dengan negara lain - - 
11. Desa/Kelurahan perbatasan dengan provinsi lain - - 
12. Desa/Kelurahan perbatasan dengan kabupaten 
lain 
- - 
13. Desa/Kelurahan perbatasan antar kecamatan 
lain 
√  Ha 
14. Desa/kelurahan DAS/bantaran sungai - - 
15. Desa/kelurahan rawan banjir √  Ha 
16. Desa/kelurahan bebas banjir √  
17. Desa/kelurahan potensial tsunami - - 




1. Jarak ke ibu kota kecamatan (km) 3 Km 
a. Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan dengan 
kendaraan bermotor (Jam) 
10 Menit 
b. Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan dengan berjalan 
kaki atau kendaraan non bermotor (Jam) 
½ Jam 
c. Jumlah Kendaraan umum ke ibu kota kecamatan (Unit)  Unit 
2. Jarak ke ibu kota kabupaten/kota (km) 7 Km 
a. Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten dengan 
kendaraan bermotor (Jam) 
30 Menit 
b. Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten dengan berjalan 
kaki atau kendaraan non bermotor (Jam) 
2 Jam 
c. Kendaraan umum ke ibu kota kabupaten/kota (Unit)  unit 
3. Jarak ke ibu kota provinsi (km) 65 Km 
a. Lama jarak tempuh ke ibu kota provinsi dengan kendaraan 
bermotor (Jam) 
2 Jam 
b. Lama jarak tempuh ke ibu kota provinsi dengan berjalan 
kaki atau kendaraan non bermotor (Jam) 
288 Jam 
c. Kendaraan umum ke ibu kota provinsi (Unit) 0 Unit 









a. Jumlah laki-laki 1.533 orang 
b. Jumlah perempuan 1.430 orang 
c. Jumlah total (a+b) 2.963 orang 
d. Jumlah kepala keluarga 762 KK 











1. Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK   
2. Usia 3-6 tahun yang sedang TK/play group   
3. Usia 7–18 tahun yang tidak pernah sekolah   
4. Usia 7–18 tahun yang sedang sekolah   
5. Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah   
6. Usia 18-56 tahun tidak tamat SD   
7. Usia 18- 56 tahun tidak tamat SLTP   
8. Usia 18 – 56 tahun tidak tamat SLTA   
9. Tamat SD/sederajat   
10. Tamat SMP/sederajat   
11. Tamat SMA/sederajat   
12. Tamat D-1/sederajat   
13. Tamat D-2/sederajat   
14. Tamat D-3/sederajat   
15. Tamat S-1/sederajat   
16. Tamat S-2/sederajat   
17. Tamat S-3/sederajat   
18. Tamat SLBA   
Jumlah 948 885 




















1. Petani   
2. Buruh tani   
3. Buruh migrant perempuan - - 
4. Buruh migrant laki-laki - - 
5. Pegawai Negeri Sipil   
6. Pengrajin industry rumah tangga -  
7. Pedagang keliling   
8. Peternak  - 
9. Dokter swasta - - 
10. Bidan swasta  - 
11. Pensiunan TNI/POLRI  - 
12. Wiraswasta  - 
13. Swasta  - 











1. Islam 1.533 1.430 
2. Kristen - - 
3. Katholik - - 
4. Hindu - - - 
5. Budha - - 
6. Khonghucu - - 
7. Kepercayaan Kepada Tuhan YME - - 
8. Aliran Kepercayaan lainnya - - 




















1. Warga Negara Indonesia 1.533 1.430 
2. Warga Negara Asing - - 
3. Dwi Kewarganegaraan - - 











1. Penduduk usia 0 -6 tahun 221 194 
2. Penduduk usia  7- 18 tahun yang masih sekolah 121 131 
3. Penduduk usia 18-56 tahun (a+b)   
a. Penduduk usia 18 –56 tahun yang bekerja 309 197 
b. Penduduk usia 18 –56 tahun yang 
belum/tidak bekerja 
199 208 
4. Penduduk usia 56 tahun ke atas 98 155 
Jumlah (1 + 2 + 3 + 4) 948 885 
Jumlah total (Laki-Laki + Perempuan) 1833 
 
Tabel II.12 






1. Penduduk usia18-56 tahun yang buta aksara dan 
huruf/angka latin 
2 1 
2. Penduduk usia 18-56 tahun yang tidak tamat SD 89 50 
3. Penduduk usia 18 -56 tahun yang tamat SD 130 110 
4. Penduduk usia 18 -56 tahun yang tamat SLTP 107 262 
5. Penduduk usia18 -56 tahun yang tamat SLTA 91 168 
6. Penduduk usia 18 -56 tahun yang tamat 
Perguruan Tinggi 
19 19 
Jumlah 444 610 
 
 







B. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Pulau Kecamatan Bangkinang  
Lembaga kemasyarakatan yang terdapat di Kelurahan Pulau 
Kecamatan Bangkinang  Kabupaten Kampar
32
 :  
1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa; jumlah pengurus 13 orang  
2. PKK; jumlah pengurus 37 orang 
3. Rukun Warga (RW) jumlah pengurus 8 orang 
4. Rukun Tetangga (RT) jumlah pengurus  15 orang 
5. Kelompok Tani/Nelayan jumlah pengurus  1 orang 
6. Organisasi Pemuda jumlah pengurus 23 orang 

























































D. Struktur Organisasi Pemberdayaan Kesejateraan Keluarga Kelurahan 












Sumber :Profil PKK Kelurahan Pulau 
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KETUA POKJA 3 
 
ERLINA 
KETUA POKJA 1 
 
YUNIAR 



















A. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) 
1. Pengertian Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga 
PKK salah satu wadah organisasi perempuan di masyarakat desa  
dan kelurahan. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah 
sebuah organisasi kemasyarakatan desa yang mampu menggerakkan 
partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa, juga berperan 
dalam kegiatan pertumbuhan desa. PKK sebagai gerakan  yang tumbuh 
dari bawah dengan perempuan sebagai penggerak dalam membangun, 
membina, dan membentuk keluarga guna mewujudkan kesejahteraan 
keluarga sebagai unit kelompok terkecil dalam masyarakat. Organisasi 




Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor  99 Tahun 2017 Pasal 1 
bahwa gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, selanjutnya 
disingkat Gerakan PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan 
masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan 
untuk masyarakat, menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan  
bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi 
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luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender 
serta kesadaran hukum dan lingkungan.
36
 
2. Tujuan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga 
Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 
Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan 
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Tujuan PKK yaitu : 
Pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK  merupakan upaya 
memandirikan masyarakat  dan  bertujuan  untuk meningkatkan 
kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa 
kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat 
sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta 
kesadaran hukum dan lingkungan.
37
 
3. Visi dan Misi Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga 
a. Visi 
 Terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada 
tuhan yang maha esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat 
sejahtera, maju mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran 
hukum dan lingkungan. 
b. Misi 
1) Meningkatkan mental spiritual, prilaku hidup dengan menghayati 
dan mengamalkan pancasila serta meningkatkan pelaksanaan hak 
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dan kewajiban sesuai dengan Hak Asasi  Manusia (HAM), 
Demokrasi, meningkatkan kesetiakawanan sosial dan gotong royong 
serta pembentukan watak bangsa yang selaras. 
2) Meningkat pendidikan dan keterampilan yang diperlukan, dalam 
upaya mencerdaskan kehidupan bangsa serta pendapatan keluarga. 
3) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pangan keluarga, serta upaya 
peningkatan pemanfaatan perkarangan melalui halaman asri, teratur 
dan indah dan nyaman (hatinya) PKK, sandang dan perumahan serta 
tata laksana rumah tangga yang sehat. 
4) Meningkatkan derajat kesehatan, kelestarian lingkungan hidup serta 
membiasakan hidup berencana dalam semua aspek kehidupan dan 
perencanaan ekonomi keluarga dengan membiasakan menabung. 
5) Meningkatkan pengelolaan gerakan PKK baik kegiatan 
pengorganisasian maupun pelaksanaan program-programnya yang 
disesuaikan situasi dan kondisi masyarakat setempat. 
6) Menambah dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan 
anggota PKK melalui berbagai dan pembelajaran terstruktur. 
4. Program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga 
Berdasarkan pasal 11 yang penjelasannya terdapat pada 12 
Peraturan Presiden No 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan pemberdayaan 
dan Kesejahteraan Keluarga, Program Pokok PKK ada 10 yaitu : 
a. Program penghayatan dan pengamalan Pacasila  





c. Progam pangan  
d. Program sandang  
e. Program perumahan dan tata laksana rumah tangga  
f. Program pendidikan dan keterampilan  
g. Program kesehatan  
h. Program pengembangan kehidupan berkoperasi  
i. Program kelestarian lingkungan hidup  
j. Program prencanaan sehat  
5. Dasar Hukum Program Kerja Pemberdayaan dan Kesejahteraan 
Keluarga 
Adapun yang dimaksud dengan Gerakan Pemberdayaan dan 
Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut dengan Gerakan PKK 
sebagaimana yang terdapat dalam pasal 1 ayat 1 Peraturan Presiden 
Nomor 99 Tahun 2017 Tentaang Gerakan Pemberdayaan dan 
Kesejahteraan Keluarga bahwa : 
“Gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga yang 
selanjutnya disebut gerakan PKK adalah gerakan dalam pembangunan 
masyarakat yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat menuju 
terwujudnya keluarga yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang 









Padahal berdasarkan  pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 
2017 bahwa Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) memiliki 
10 program kerja pokok yakni : a. Penghayatan dan pengamalan pancasila; 
b. Gotong Royong; c. Pangan; d. Sandang; e. Perumahan dan laksanan 
rumah tangga; f. Pendidikan dan Keterampilan; g. Kesehatan; h. 




Dalam pasal 12 dapat dijelaskan bahwa program kelestarian 
lingkungan hidup berupa penumbuhan kesadaran keluarga dalam 




Berdasarkan pasal 11 yang penjelasannya terdapat pada 12 
Peraturan Presiden No 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan pemberdayaan 
dan Kesejahteraan Keluarga, Program Pokok PKK ada 10 yaitu
41
 :  
a. Program penghayatan dan pengamalan Pacasila sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 11 huruf a berupa pembentukan dan penumbuhan karakter 
keluarga melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya 
penghayatan dan pengamalan Pancasila dalam semua  aspek kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 
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b. Program gotong royong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b 
berupa peningkatan kesadaran kelurga dalam membangun kerja sama 
antar keluarga, warga, dan kelompok masyarakat untuk mewujudkan 
semangat persatuan dan kesatuan bangsa.  
c. Progam pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf c berupa 
peningkatan ketahanan pangan keluarga dengan memanfaatkan potensi 
dan sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kearifan lokal. 
d. Program sandang sebagaimana dimaksud dalam  pasal 11 huruf d 
berupa peningkatan penggunaan dan pemanfaatan sandang produksi 
dalam negeri sesuai moral bangsa Indonesia. 
e. Program perumahan dan tatalaksana rumah tangga sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 11 huruf e berupa peningkatan kesadaran 
keluarga dalam mewujudkan rumah sehat dan layak huni serta 
kesadaran hukum tentang kepemilikan rumah.  
f. Program pendidikan dan keterampilan sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 11 f berupa peningkatan kesadaran keluarga dalam peningkatan 
pendidikan dan keterampilan untuk mewujudkan sumber daya manusia 
yang berkualitas dan berdaya  saing.  
g. Program kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf g 
berupa penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat 
kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan prilaku hidup 





h. Program pengembangan kehidupan berkoperasi sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 11 huruf h berupa penumbuhan kesadaran keluarga dalam 
peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan 
pengembangan ekonomi lainya.  
i. Program kelestarian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 11 huruf I berupa penumbuhan  kesadaran keluarga dalam 
peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kawsan pemukiman yang 
sehat. 
j. Program perencanaan sehat sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 
huruf j berupa penumbuhan dan peningkatan kesadaran keluarga dalam 
keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga yang berkualitas. 
 
B. Pengertian Peranan 
Peranan  (role)  adalah suatu perilaku yang diharapkan oleh orang lain 
dari seseorang yang menduduki status tertentu. Peran merupakan aspek 
dinamis kedudukan. Peranan yang melekat pada diri seseorang harus 
dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi atau tempat 
seseorang dalam masyarakat (social position) merupakan unsur statis yang 
menunjukkan tempat individu dalam organisasi sosial.
42
 Sementara itu, peran 
lebih banyak menunjuk pada fungsi, artinya seseorang menduduki suatu posisi 
tertentu dalam masyarakat dan menjalankan suatu peran. 
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Menurut Levinson, paling sedikit peranan mencakup tiga hal berikut. 
1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat 
seseorang dalam masyarakat. 
2. Peran adalah suatu konsep tentang ikhwal apa yang dapat dilakukan oleh 
individu dalam masyarakat sebagai organisasi. 
3. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi 
struktur sosial masyarakat. 
Berdasarakan cara memperolehnya, peranan dapat dibedakan menjadi 
berikut ini: 
1. Peranan bawaan  (ascribed  roles),  yaitu peranan yang diperoleh secara 
otomatis, bukan karena usaha. 
2. Peranan pilihan (achievs roles), yaitu peranan yang diperoleh atas dasar 
keputusannya sendiri. 
Berdasarkan pelaksanaanya, peranan sosial dapat dibedakan menjadi 
dua macam berikut ini. 
1. Peranan yang diharapkan  (ecpected role), merupakan cara ideal dalam 
pelaksanaan peran menurut penilaian masyarakat, atau pelaksanaan suatu 
peranan tertentu yang diharapkan oleh masyarakat agar menggunakan cara-
cara yang sesuai dengan harapan mereka. Ada kalanya orang yang 
diharapkan tidak berperilaku sesuai cara-cara yang konsisten dengan 
harapan-harapan orang lain.  
2. Peranan nyata  (actual role), yaitu bagaimana sebenarnya peranan itu 





menjalankan peranan tertentu. Pelaksanaan peranan ini lebih luas, dapat 
disesuaikan mungkin tidak cocok dengan situasi setempat, tetapi 
kekurangan yang muncul dapat dianggap wajar oleh masyarakat.
43
 
Jadi, dapat disimpulkan bahwa peran dapat diartikan sebagai tuntutan 





C. Lingkungan Hidup  
1. Pengertian Lingkungan Hidup 
Dalam kehidupan manusia, ruang lingkup kehidupan merupakan 
suatu yang tidak pernah lepas dengan keseharian kita dalam melakukan 
kegiatan. Lingkungan hidup merupakan suatu habitat atau suatu tempat 
berkumpul diatas bumi ini, dengan menunjang alam dan ekologi yang 
berada di bumi ini. Sebagai manusia yang tinggal di atas bumi ini, kita 
diwajibkan untuk  mengelola kehidupan dengan menggunakan alam yang 
berada di sekitar kita. Namun. pengelolaan lingkungan hidup yang terjadi 
sekarang sudah menuai krisis yang berkepanjangan. 
Lingkungan hidup dalam bahasa inggris disebut dengan 
environment dalam belanda disebut milieu atau dalam bahasa prancis 
disebut dengan I environment. Lingkungan hidup merupakan semua 
benda, daya dan kondisi yang terdapat dalam suatu tempat atau ruang 
tempat manusia atau makhluk hidup berada dan dapat mempengaruhi 
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 Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No 
32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
disebutkan bahwa Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan 
semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan 
prilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan 
perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hiup lain.
46
 
Lingkungan hidup dapat digolongkan menjadi dua golongan yakni 
biotic dan abiotic, lingkungan biotic dan abiotic merupakan suatu 
lingkungan dimana kita berada dengan keselarasan hidup, misalnya kita 
berada lingkungan kampus, liangkungan bioticnya adalah teman kampus, 
dosen, dan karyawan yang berada dikampus tersebut dan berbagai jenis 
tumbuhan dan hewan yang berada di sekitar kampus tersebut. Sementara 
lingkungan abioticnya adalah yang merupakan benda mati seperti udara, 
meja belajar, papan tulis dan seluruh benda mati yang berada kawasan 
kampus tersebut. 
Lingkungan hidup juga tidak terlepas beberapa defenisi pakar yang 
mengkaji masalah lingkungan hidup ini baik dalam kehidupan sehari-hari 
maupun forum ilmiah, lingkungan hidup lebih dikenal dengan bahasa 
istilah seperti yang dijelaskan diatas. Secara umum lingkungan diartikan 
sebagai satu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan 
makhluk hidup termasuk didalamnya yaitu manusia dan prilakunya yang 
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mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia 
serta makhluk hidup lainya.
47
 
2. Pencemaran Lingkungan Hidup 
Sejak dilaksaakannya konferensi Stockholm 1972, masalah-
masalah lingkungan hidup mendapat perhatian secara luas dari berbagai 
bangsa. Sebelumnya sekitar tahun 1950-an masalah-masalah lingkungan 
hidup hanya mendapat perhatian dari kalangan ilmuwan. Sejak saat itu 
berbagai himbauan dilontarkan oleh pakar dari berbagai displin ilmu 
tentang adanya bahaya yang mengancam kehidupan, yang disebabkan oleh 
pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup.
48
 Masalah lingkungan 
pada dasarnya timbul karena : 
a. Dinamika penduduk. 
b. Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya yang kurang bijaksana. 
c. Kurang terkendalinya pemanfaatan akan ilmu pengetahuan dan 
teknologi maju. 
d. Dampak negatif yang sering timbul dari kemajuan ekonomi yang 
seharusnya positif. 
e. Benturan tata ruang.   
Untuk menganalisis berbagai kendala yang dihadapi dalam 
pembangunan yang berwawasan lingkungan, maka dapat digunakan 
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keenam segi penglihatan tersebut diatas, masalah-masalah tersebut 
misalanya sebagai berikut : 
a. Perspektif kependudukan, pembangunan ekonomi, teknologi dan   
lingkungan. 
b. Pengembangan energi berwawasan linkungan, termasuk CO, polusi 
udara, hujan asam, kayu bakar, dan konvensi sumber energi yang biasa 
diperbaharui dan lain-lain. 
c. Pengembagan industri berwawasan lingkungan, termasuk didalamnya 
masalah pencemaran kimia, pengelolaan limbah dan daur ulang. 
d. Pengembangan pertanian berwawasan lingkungan, termasuk erosi 
lahan, diversifikasi, hilangnya lahan pertanian, dan terdesaknya habitat 
maragasatwa. 
e. Kehutanan, pertanian dan lingkungan, termasuk hutan tropis dan 
diversitas biologi. 
f. Hubungan ekonomi internasional dan lingkungan, termasuk disini 
bantuan ekonomi, kebijaksanaan moneter, kebijaksanaan perdagangan, 
dan internasional externalities 
g. Kerjasama internasional.49 
Dalam permasalahan lingkungan, yang dipersoalkan adalah 
perubahan yang diakibat oleh manusia. Dengan makin besarnya jumlah 
manusia yang disertai dengan meningkatnya kebutuhan perorangnya 
sehingga meningkatnya kemampuan tiap manusia untuk melakukan 
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intervensi terhadap alam, baik itu alam biotik maupun alam abiotik dan 
perubahan yang terjadi pada lingkungan besar pula. 
Dari sejarahnya diketahui, bahwa permasalahan lingkungan 
memang muncul akibat aktifitas manusia dalam mengelola alam 
lingkungannya untuk memenuhi kebutuhan dan kesenangan hidupnya, dan 
itu dilakukan dalam rangka pembangunan. Itulah sebabnya, sering kali 
disebutkan bahwa permasalahan lingkungan muncul sebagai akibat dari 
pembangunan. 
Di antara krisis lingkungan yang paling dominan mendapat 
perhatian dalam kajian akademik adalah kerusakan dan penghabisan 
sumber daya alam serta masalah pencemaran. Dari kedua masalah ini 
muncul banyak masalah yang lain. Franz Magnis-Suseno, menyebut tujuh 
tujuh masalah lingkungan, yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, 
dapat menghancurkan lingkungan, ketujuh masalah itu adalah : 
a. Penghabisan kekayaan alam. 
b. Perusakan lingkungan (pengotoran dan peracunan lingkungan alamiah). 
c. Pemanasan atmosfer. 
d. Lapisan ozon di stratosfer sedang hancur. 
e. Padang gurun meluas terus. 
f. Masalah air tawar. 
g. Hama yang semakin resisten.50 
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3. Pemberdayaan Lingkungan Hidup 
Saat ini kita menghadapi berbagai tuntutan, disatu sisi percepatan 
pembangunan harus terus dilakukan untuk mengejar ketertinggalan 
Indonesia dari Negara-negara maju. Di sisi lain pembangunan itu 
mengakibatkan sumber daya bumi harus dikembangkan semaksimal 
mungkin. Tentu hal tersebut akan menimbulkan permasalahan-
permasalahan lingkungan. Oleh karena itu, optimalisasi sumber daya alam 
harus digunakan sebijak mungkin. 
Dalam rangka pembangunan dan pemanfaatan sumber-sumber 
alam yang dapat diperbaharui, hendaknya selalu diingat dan di perhatikan 
hal-hal sebagai berikut :
51
 
a. Generasi yang akan datang harus tetap mewarisi suatu alam yang masih 
penuh sumber kemakmuran untuk dapat memberi kehidupan kepada 
mereka. 
b. Tetap jaga keseimbangan dinamis diantara unsur-unsur yang terdapat di 
alam. 
c. Dalam penggalian sumber-sumber daya alam harus tetap dijamin adanya 
pelestarian alam, artinya pengambilan hasil tidak sampai merusak 
terjadinya regenerasi dari sumber alam tersebut. 
d. Perencanaan kehidupan manusia hendaknya tetap dengan lingkungan 
dan terciptanya kepuasan baik fisik, ekonomi, sosial, maupun kebutuhan 
spiritual.         
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4. Pengelolaan Lingkungan Hidup 
Permasalahan lingkungan semakin hari semakin parah. Salah satu 
faktor yang mempengaruhinya yaitu jumlah penduduk yang sangat padat. 
Kepadatan penduduk menghasilkan limbah  atau sampah yang sangat 
besar. Apabila limbah atau sampah ini tidak bisa dikelola dengan baik 
maka kerusakan lingkungan tidak bisa dihindari. Oleh karena itu 
diperlukan adanya kesadaran penduduk terhadap masalah-masalah 
lingkungan yang ada. Baik masalah lingkungan di perkotaan, di pedesaan, 
daerah konfik, daerah rawan bencana, dan sebaginya.   
Permasalahan lingkungan yang terjadi di perkotaan Indonesia, 
secara umum meliputi tiga hal pokok, yaitu:  Pertama, kualitas lingkungan 
hidup yang cenderung menurun,masalah kebersihan (sampah), ruang 
terbuka hijau (RTH), serta pencemaran air dan udara. Kedua, kapasitas 
aparatur pemerintah yang relatif kurang memadai dari masalah yang 
dihadapi. Ketiga, partisipasi atau peran serta masyarakat dalam 
pengelolaan lingkungan perkotaan relatif masih rendah.
52
 
Permasalahan lingkungan yang terjadi di perkotaan mencerminkan 
kepedulian masyarakat yang rendah untuk menjaga lingkungan. 
Lingkungan yang menyimpan berbagai potensi akan rusak akibat ulah 
tangan manusia yang tidak peduli dengan kondisi yang ada di sekitarnya. 
Kerusakan alam akan berakibat fatal bagi keberlangsungan makhluk 
hidup. Baik secara langsung atau tidak langsung dampak dari pengrusakan 
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alam akan dirasakan oleh segala komponen yang tinggal di dalamnya.Oleh 
karena itu, semua masyarakat harus mau terlibat secara langsung dalam 
menjaga lingkungan atau dikenal dengan istilah berpartisipasi. Partisipasi 
diartikan sebagai bentuk interaksi sosial dari suatu kegiatan.
53
 
Partisipasi masyarakat akan sangat efektif apabila masyarakat aktif 
dalam mengontrol pengelolaan lingkungan yang ada di sekitarnya. Dalam 
rangka pengelolaan lingkungan hidup tentunya tidak akan terlepas dari 
peran aktif masyarakat. Setiap orang mempunyai hak yang sama atas 
kondisi lingkungan hidup yang layak dan baik.   Lingkungan akan 
senantiasa mempengaruhi orang-orang yang tinggal di sekitarnya. 
Lingkungan juga memiliki peran penting bagi individu atau masyarakat, 
pengaruh lingkungan bagi orang yang tinggal di dalamnya  sebagai 
berikut:  
a. Alat untuk kepentingan dan kelangsungan hidup individu dan menjadi 
alat pergaulan sosial. 
b. Tantangan bagi individu, dan individu akan berupaya untuk 
menundukkannya. 
c. Sesuatu yang diikuti individu, maksudnya lingkungan yang beragam 
memberi rangsangan kepada individu untuk berpartisipasi dan ditiru 
apabila dianggap sesuai dengan dirinya. (4) Obyek penyesuaian diri 
bagi individu, bisa secara memanipulasi atau mengubah lingkungannya. 
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Partisipasi masyarakat juga berfungsi sebagai pengontrol kebijakan 
pemerintah.Dalam artian masyarakat ikut mengawal (peduli) terhadap 
kebijakan yang diambil pemerintah sehingga pemerintah tidak bertindak 
sendiri dalam mengatur tata ruang kota,pembangunan gedung-gedung, 
pembangunan tempat-tempat umum, ruang terbuka dan sebagainya. 
Masyarakat mempunyai hak untuk mengawasi setiap kebijakan dan 
kegiatan yang dilakukan pemerintah berkaitan dengan lingkungan. 
Masyarakat sering kali menjadi korban pembangunan atau kegiatan yang 















Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan 
maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1. Peranan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam 
melestarikan lingkungan bersih dan sehat berdasarkan Peraturan Presiden 
Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan 
Keluarga (PKK) di Kelurahan Pulau Kecamatan Bangkinang tidak 
terlaksana diantaranya dalam melestarikan lingkungan bersih dan sehat 
berupa; (i) mengadakan penyuluhan tentang pentingnya menjaga 
kebersihan lingkungan; (ii) mengadakan gotong royong; dan (iii) membuat 
tempat sampah.  
2. Faktor penghambat Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) 
dalam melestarikan lingkungan bersih dan sehat di Kelurahan Pulau 
Kecamatan Bangkinang adalah diantaranya; (i) kurangnya kesadaran 
hukum Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) terhadap 
perannya melestarikan lingkungan hidup bersih dan sehat; (ii) kurangnya 
pengetahuan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam 
menjalankann program kelestarian lingkungan hidup; dan (iii) kurangnya 
pembinaan oleh Pemerintah Kelurahan terhadap kinerja Pemberdayaan 







Pemerintah Kelurahan terhadap kinerja Pemberdayaan dan Kesejahteraan 
Keluarga (PKK); serta perlu adanya perubahan regulasi.  
 
B. Saran 
Untuk terlaksananya Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 
Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di Kelurahan 
Pulau Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar sebagaimana yang 
diharapkan oleh anggota Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) 
bisa membantu Pemerintahan Kelurahan dalam mensejahterakan masyrakat 
dalam melestarikan lingkungan hidup bersih dan sehat. Maka setelah 
melakukan penelitian penulis mencoba memberikan beberapa saran yaitu : 
1. Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kampar serta 
Kecamatan Bangkinang diharapkan agar memberikan sosialisasi tentang 
program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) kepada ketua 
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)  yang ada di se-
Kecamatan Bangkinang supaya program yang ada dalam Peraturan Presiden 
Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan 
Keluarga bisa berjalan dengan baik. 
2. Dalam pelaksanaan program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga 
(PKK) perlu adanya pengetahuan dan kesadaran hukum Pemberdayaan dan 
Kesejahteraan Keluarga (PKK) itu sendiri dalam menjalankan perannya, 
kemudian perlu adanya pembinaan dan pengawasan dari pemerintah 
Kelurahan terkait dengan menjaga lingkungan sekitar supaya tidak tercemar 
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